
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.23, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Taman Hutan 
Raya. Pengelolaan. Penyusunan. Pedoman. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 

NOMOR: P.10/Menhut-II/2009 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 36 Peraturan 
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, ditetapkan kawasan 
suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola 
berdasarkan rencana pengelolaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan 
Raya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana  
telah diubah beberapa  kali  terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerimtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1776); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN 
TAMAN HUTAN RAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau 
bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan,   menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan 
rekreasi. 

2. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah 
upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendaliannya. 

3. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat 
tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman 
hutan raya. 

4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro 
yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, 
dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya 
masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah. 
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5. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah adalah rencana pengelolaan yang 
bersifat strategis, kualitatif, dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana 
pengelolaan jangka panjang.  

6. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang 
bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan 
dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.   

7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang kehutanan. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam. 

9. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab 
dibidang konservasi kawasan. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi pelaksana tugas teknis 
yang diserahi mengelola Taman Hutan Raya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani 
bidang kehutanan. 

11. Dinas adalah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang 
kehutanan. 

12. Para Pihak (stakeholders) adalah semua pihak yang memiliki minat, 
kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi kawasan suaka alam 
dan kawasan pelestarian alam yang berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, kelompok masyarakat, perorangan baik lokal, nasional, 
maupun internasional, LSM, BUMN/BUMD, BUMS, perguruan pendidikan 
tinggi, dan lembaga ilmiah. 

13. Analisis SWOT adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 
pada pertimbangan faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknesses), 
peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang terkait dengan 
keberadaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 

Pasal 2 
Pedoman penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya ini merupakan 
acuan dalam menyusun pengelolaan taman hutan raya agar diperoleh rencana 
yang efektif dan efisien. 

Pasal 3 
Pengelolaan  taman hutan raya, disusun melalui tahapan kegiatan: 
a. Penyusunan rencana pengelolaan; dan 

  b.  Pengesahan rencana pengelolaan. 
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BAB II 
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

(1) Rencana Pengelolaan  taman hutan raya, terdiri dari: 
a. Rencana pengelolaan  jangka panjang; 
b. Rencana pengelolaan  jangka menengah; 
c. Rencana pengelolaan  jangka pendek.  

(2) Rencana pengelolaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(3) Rencana pengelolaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4) Rencana pengelolaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 5 
Penyusunan rencana pengelolaan  taman hutan raya, meliputi kegiatan: 
a. Pembentukan tim kerja; 
b. Penyusunan rencana kerja; 
c. Pengumpulan data dan informasi; 
d. Pengolahan dan analisis data; 
e. Penyusunan konsep rencana pengelolaan; 
f. Pembahasan.  

Bagian Kedua 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang  

Pasal 6 
(1) Rencana pengelolaan jangka panjang disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk 

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Dalam hal taman hutan raya belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, 

Tim Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas. 
 


